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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

U fuwus & Mhahkamahagung.go.id

" Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak
antara:
. (U 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Dusun Sukaraja VI RT.001 RW.- Desa Sukaraja
Kecamatan Gedung Tataan Pesawaran, Kediaman
bapak Dedi Afriyanto), sebagai Pemohon;
melawan
I, U 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun
Sukaraja VI No.3 RT. 01 RW.01 Desa Sukaraja
Kecamatan Gedung Tataan Pesawaran, (Kediaman Ibu
Rusminah), sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas-berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register
337/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang nikahnya
dilangsungkan pada tanggal 24 November 1996 di rumah Orang Tua Termohon
dengan wali nikah ayah termohon mas kawin berupa uang Lima Ribu Rupiah
dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukiti
berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1104/08/XI1/1996 tertanggal 02
Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan

Kabupaten Pesawaran.
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20 uBahavanPaTRikalsdaantegayPethohon dan Termohon didasarkan suka sama suka,

Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri
(ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 2 anak ;
1. | i tangoal 10 Juni 1997
2. i t2nggal 23 Juni 2002

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah
bersama di Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Permai Kota Bandar
Lampung selama lebih kurang 13 tahun

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai,
namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi
perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai
karyawan di toko alat listrik, sedangkan Pemohon sudah berusaha menutupi
kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon
penghasilan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup.

- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat
tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan
Termohon juga ingin tinggal di rumah orangtuanya sendiri

- Termohon sering berlaku kasar dengan Pemohon dan anak anaknya

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2011 dengan sebab
Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar
wilayah hukum Republik Indonesia sedangkan Pemohon tetap tinggal di
rumah sendiri sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan
sekarang

7. Bahwa pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga
Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon akan
tetapi tidak berhasil

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi
mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai.
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ahwatbertaswkannadsanidagibdalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Gedong Tataan Cq Majlis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon | GGG
untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon [ GcGcNGNGNGGGGEEEEEE

bagaimana di depan sidang pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang
menghadap di persidangan sementara Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui
ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan
mengupayakan agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan
tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon,
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah
mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan
di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama || | | . cnerangkan hal-hal
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu Pemohon dan Termohon suami isteri
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- puResAcho damPéErmyomgngsuidah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut

sekarang bersama Pemohon;

- Sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, sudah tidak lagi harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran keduanya;

- Penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon selalu merasa
kurang dengan penghasilan Pemohon, karena masalah tempat tinggal;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan
sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan
hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

- Sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil;.

2. Saksi Kedua Pemohon, bernama || GGG < cangkan

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami isteri

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2(dua) orang anak, anak tersebut
sekarang bersama Pemohon;

- Sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011, sudah tidak lagi harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran keduanya;

- Penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon selalu merasa
kurang dengan penghasilan Pemohon, karena masalah tempat tinggal;

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu dan
sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan
hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

- Sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang

diajukannya;
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pMiersarbamg)) kethwiac@emotyanitelah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya
""menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada

Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk
hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti
dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili (absolute competency)

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang
menikah dengan Termohon secara Islam (vide bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu
sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka
Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah
secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
yang menyebutkan “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan
istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna
menyaksikan ikrar talak”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan
berpendapat Pemohon memiliki legal standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan
dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian a quo (legitima
persona standi in judicio);

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon a quo adalah tuntutan
Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak
satu raj’i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam

duduk perkara tersebut di atas;
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pMiersarbamg)) kbahaveadermadapi Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak

dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di

persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk

datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan,
Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya karena pada
prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung
unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan
(vide Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz Il
Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:
anlL slil 5l aassblssslijsi jies 0l

Artinya:
Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi, atau memang dia ghoib,
perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila
gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag maka harus didengarkan
keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari
keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk
dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii dalam permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara
yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 — P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel
cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 — P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil

pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat
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ditetirmardaraldigertitnbgngkanoletih lanjut (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa mengenai materi dari bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-
sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat
bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang
dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai
berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak
terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-
undang (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para
saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa mengenai dari materi dari keterangan para Saksi Pemohon tersebut akan
dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa
dalam perkara a quo, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar
perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh agad yang
sangat kuat (mitsdgan ghalidzan) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar
pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan
yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman
Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara
suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud,

masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad
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£

;ju__ersehuusiajm.rahbkdmm@e}mai mungkin untuk membina dan mempertahankan

bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah permintaan
Pemohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan
talak satu raj’i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok
permohonan dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan agar Pengadilan memberi izin
kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan
sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa terhadap Permohonan tersebut,
Termohon tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan
yang sah, karenanya Termohon dipandang melepaskan hak-hak hukumnya terkait
perkara a quo;

- Bahwa untuk meneguhkan dalil-daliinya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti
berupa surat dan dua orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

- Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para Saksi Pemohon telah ternyata
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa dari keterangan para Saksi, telah terungkap fakta Pemohon dan Termohon
sering bertengkar karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah dari
Pemohon juga karena Pemohon dan Termohon tidak sepakat masalah tempat
tinggal. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama
lima tahun dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi
selayaknya suami isteri sekalipun keluarga telah pernah mengupayakan
perdamaian di antara mereka;

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
huruf (f) adalah:

() Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
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Bahwaajugatah peatergiangdapadtidikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
1. Sudah ada upaya damai, baik dari

keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama
persidangan berlangsung;

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik
antara suami dan isteri;

3. Salah satu atau masing-masing pihak
meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

4, Telah terjadi pisah ranjang atau tempat
tinggal bersama;

5. Adanya fakta atau peristiwa yang
mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi
perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling
percaya satu sama lain

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, dihubungkan dengan
norma tentang alasan-alasan perceraian, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil
Pemohon terbukti dan memenuhi maksud dari norma hukum dimaksud;

- Bahwa Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak
berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati)
untuk menalak istrinya. Dalam hal ini, Hakim berpegangan pada sikap Pemohon
tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan hanya Allah SWT
yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

prle gow all o 18 G Mall I s 0 1y

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak
(menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui

Artinya:

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan
Agama berpendapat bahwa unsur-unsur rumah tangga yang sudah pecah
(onheelbare twespalt) sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi;

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan
berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-daliinya sebagaimana
dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
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1a6tu haruf affkakedmpiasig . fukdim Islam dan kualifikasi gugatan perceraian
sebagaimana dikemukakan di atas telah terpenuhi;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan
sebelumnya, Pengadilan Agama berpendapat permohonan Pemohon telah dapat
dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu
permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah pernah
melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), Pengadilan mengabulkan permohon
Pemohon dengan memberi izin Pemohon mengucapkan talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena
itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan syara’ berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (I EEENENGEGEGEGEE) i«
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (GGG

depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan
Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh M. NATSIR ASNAWI, S.H.l., M.H.
sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD FAUDZAN, S.Sy. dan AISYAH KAHAR, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURUL HUDA,
S.H.l. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
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Ketuautagjelismahkamahagung.go.id

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota |

Hakim Anggota

MUHAMMAD FAUDZAN, S.Sy. AISYAH KAHAR, S.H.

Panitera Pengganti

NURUL HUDA, S.H.l.

Perincian biaya perkara:

NoosrwbE

Pendaftaran Tk. | :Rp. 30.000,-
Biaya Proses :Rp. 50.000,-
Panggilan Pemohon : Rp. 80.000,-
Panggilan Termohon : Rp. 160.000,-
PNBP Panggilan :Rp. 20.000,-
Redaksi :Rp. 10.000,-
Biaya Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah - Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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